KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR =24 TAHUN 2016
TEHTA.HG

PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

Menimbang

Mengingat

MADRASAH IBTIDAIYAH AL-FATAH SADAWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki LZiT

pendirian /operasional madrasah sebapait legalitas formeal
terhadap chsistensi lembaga pendidikan tersebut;

. bahwa sehubungan dengan adanva sural Yayasan Shuffah

Hizbullah Al-Fatah Cabang Majalengka nomor: 0153/ REK/YSHA-
CAB SHI/2016 tangeal 20 Maret 2016 peribhal Perimohonan
Penerbitan Surat Keputusan Pengganti [zin Pendinan Madrasah
Karena Hilang atas nama Madrasah lbtdaivah Al-Fatah
Sadawangi  karena doltumen  izin  oprasional  nomor
MiIZ2Z2/KP0BEB/ L5907 1998 tangeal 15 okiober 1998 dinvatakan
hilang herdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan
Kehilangan Barang/Surat dari Kepolisian Seltor Lemahsugih
Eesor Majalengka Momor @ STPLES 309/ XK1/ 2015/ Polsek tanggal
12 Mopember 2015;

. bahwa Hekomendas:i HKepala Kantor Kementeran ﬁgama

Kabupaten Majalengka Noma

POR3 /Kl 10,10/ 2/PP.O0/04 /2016 tanggal 08 April 2016 perinal
Penerbitan Surat Keputusan Penpgeanti [zin Pendirian Madrasah
Swasta Karcna Hilang atas nama Madrazah Ibtidaivah Al-Fatah
Sadawangl perlu diterbitkan sebagai perejudan akuntabilitas
publik dalam pengelolaan pendidikan:

i, bahwa berdasarkan pertimbangan  zebagaimana dimaksud

dalam huruf a, humuf b, dan huruf ¢, perlu menctaplkan
HKeputusan Menteri Apama  lentang Penerbitan Keputusan
Pengpanti lzin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaivah Al-
Fatah Zadawangi;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2003 MNomor 78, Tambahen Lembaran Megara Republik
[ndonesia Momor 4301

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Masional Pendidikan (Lembaran MNegara Republik [ndonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Megara Republik
[mndonesia MNomor 4496] sebagaimane telah diubab dengan
Feraturan Pemerintah Momor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemernntah MNomor 1% Tahun 2005
tenitang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2015 Momer 45, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomer 367 0);
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J. Peraturan Pemerintah Momor 48 Tabuan 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Momor %1, Tambahan Lembaran MNepara Republik Indonesia
Momor 4564);

4. Peraturan Pemerintah  Nomer 1Y Tahun 2010 tentanpg
Pengelolaan dan Penyvelenggaraan Pendidilkan [Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 53150) sebagesimana telah
divbah denpan Peraturan Pemerintah Momor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Afas Peraturan Pemerintalh Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenpgarasn  Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 3157];

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nemor 24 Tahun 2007
eniang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaivah, Sckalah Mencngah
Pertama /Madrasah Tsanawiyal, dan Selolah Menengah
Atas/Madrasah Alivah;

[#1]

B, Peraturan Menteri Pendidikan Naszional Nomor 15 Tahun 2010
tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Pendidikan  di
Kabupaten/Hota scbagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteno Pendidikan dan Eebudavaan FNomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Momor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanen Minimal
Pendidikan di Kabupaten /Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomar %0 Tahun 2013 tfentang
Penvelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
[ndonesia Tahun 2013 Momor 1282 zebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nemor 60 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menter Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penvelenggaran Pendidilkan Madrasah;

8. Keputusan Direlitur Jenderal Islam Momor 5885 Tahun 2015
renitang Petunjuk Teknis Perpanjangan [zin Pendirian Madrazah,
Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendinan Madrassh
Karema Hilang, dan Penerbitan Suratl Eeterangan Kerusalan
Dokuarmen Izin Pendirian Madrasah,

MEMUTUSKAN:

Menetaplkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REEPUBLIE INDONESIA
TENTANG PENERBITAN EKEPUTUSAN PENGGANTI [ZIN
PENDIRIAN,/ OPERABIONAL MADRABAH IBTIDATYAH AL-FATAH
BADAWANGI.

KEZATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Cperasional
Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran vang meripakan bagian tidak terpisahlan dengan
Keputuzan ini.




KEDLA : Pemberian izin pendirian/operasional sebapgaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah vang

bersanglhutan melakukan pelanggaran sesuai denpan ketentuan
peraturan perundang-undatgan.

EETIGA ¢ Keputusan ini mulai berlaku pada tangpgal ditetapkan,.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Mei 2016

AN. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESLA
KEPALA KANTOR WILAYAH

W EEMENTERIAN AGAMA

RROVINSI JAWA BARAT,




LAMPIRAN
KEFUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR -7 TAHUN 2016

TENTANG
PENEREITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN /

OPERASIONAL MADRASAH  IBTIDAIYAH

BADAWANGI

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
PENDIRIAN fOFERASIONAL

(=

Nama Madrasah

| Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah

Sadawangi

2 I Nomor Statistik Madrasah

111232100009

3 | Alamat Madrasah

| J1, Dlahraga Na.337

Desa Sadawangi
Kecamatan Lemahsugih
Kabupaten Majalenglia
Provinsi Jawa Barat

4 | Nama Organisasi Penyelengeara

AL-FATAH

Yayasan Shuflah Hizbullah Al-Fatah

o | Akte Motariz Orpanisast
Penvelenggara

Sakuri, SH.
No. OB, Tangeal 17 Maret 2006

& | Penpesahan Akte Motariz
Oreanisasi Penyelengeara

C-1210.HT.01.02 TH 2006
Tanggal 16 Juni 2006

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
=  JHEPALA KANTOR WILAYAH

e

L RAN 4 0 KEMENTERIAN AGAMA




